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BUPATI BARITO UTARA 

PROVINSI KALIMAMTAlf TENGAH 

PERATORAN BUPATl BARlTO UTARA 
NOM:OR :? TAHUN 2016 

TENTANG 

PELAKSANAAM PERJALANA:tf DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAJf 
KABUP:ATEN BARITO UTARA 

DENGAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA ESA 

BUPATl BARITO UTARA, 

..__ Menimbang: a. bahwa Ketentuan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Barito Utara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015; 

b. bahwa Ketentuan Perjalanan Dinas sebagaimana d.imaksud pada 
huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga 
perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati yang mengatur 
tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan 
Pemerintahan Kab upaten Barito Utara; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Daro.rat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negua Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lemb aran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), 
sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat 
II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tent.ang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan fA . 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ~ 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik In<ione•sia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

-8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagainiana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tabun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4712); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Inaoftesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintab Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintab (Lem.baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republiktndonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 1007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 473·8); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Taliuil. 2011 teritang Perubahan Kedua Atas Peraluran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nonwr 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di 
lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan 
Pimpinan serta Anggota DPRD ( Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 60); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang /h _ 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah r 
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Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indon esia Tahun 
2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tabun 2015 
Pedoman Penyusunan Anggaran Penda).)atan d:an Belanja Daetah 
Tahun Anggaran -2016 (Berita Negara Republilc Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1893); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 20i6; 

17. Jnstruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas 
Luar Negeri; 

18. Peraturan Daerab. Kabupaten Barito Utara Nomor l l Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah 
untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito 
Utara Nomor 11 Tahun 2007; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 
Tentang Urusan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan 
Kabu'pateh Barito Utara (Leinbaran Daerah Kabupateh Barito Utara 
Tahun 2008 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Barito Utara Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Utara Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peratu.ran Daerah Kabupaten 
Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Noiftor 3 Tahuft 2010 
tentang tentang Pokok•pokok Pengelolaan Ke1:1angan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1). 

IIEIIIUTUSKAl'f : 

Menetapkan : PELAKSANAAN PBR.JALANAB DINAS DI LINGKUNGAI'I 
PEKBRIRTAHAN KABUPATEN BARITO UTARA 

Bil I 
KETElfTUAl'I UllUJII 

Pua! 1 

Dalam Peraturan B'upali ihl yang oimaksua aengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 
3. ~_upat~ adalah Bupa~_Bari~ Utara_. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Utara. 
5 . Dewan 1'erwakilan Rakyat oa:erah s:elanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya singkat APBD adalah 

Anggaran Pendapatan dan Eielanja Daerah Kabupaten Barito Utara. 
8. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut FKPD tft-?_,­

adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan 
7 
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pemerintahan umum, yang keanggotaannya teTdiri atas pimpinan kepolisian, 
pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional 
Indonesia di Daerab. 

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pega,;,,ai Negeri Sipil dan ptgawai pemerintah dengart perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalab warga negara 
Indonesia yang memenuhl syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur 
Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pcnibina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. 

11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan -yang menunjukkan tugas 
tanggung jawab, wewenang, dan ha.le seorang PNS dalaro rangka memimpin 
suatu satuan organisasi. 

12. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan 
secara penuh dalam jabatan stn.tktural sesuai dengan l<etentuan peraturan 
perundang-undangan yang berada di lingkungan Peroerintah Kabupaten Barito 
Utara. 

13. Eselon adalah tingkatjabatan stn.tktural. 
14. Jabatan FUngsional Uinum adalah ke'dudukah yang mehunjukkan tuga:s, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan 
tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai 
tujuan organisasi. 

is. Pejabat Fungsional Umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan 
dituga:skan ·daJam jabatan fungsional umum ·se·suai ctengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berada di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Barito Utara. 

16. Ja:batan Fungsional tertentu adalah kedudu.kan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan 
pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit 

17. Pejabat Fungsional tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan 
aitugaskan dalam jabatan fungsional tertefttu sesuai dengan ketefttuan 
peraturan perundang-widangan yang berada di ling)ru.ngan Pemerintah 
Kabupaten Barito Utara. 

18. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah setiap 
warga negara Republik ·Indonesia yang telah memenuhi syarat yang 
ditentukan, ·diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan 
sekurang-kurangnya l (satu) tahun dan pafuig .Jama 2 (dua) tahun dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

19. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PIT adalah pegawai yang 
diangkat untu.k jangl<a waktu tertentu guna melaksanakan tugas 
pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan 
administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam 
kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai 
negeri. 

20. Pejabat yang berwenang aaal.ah pejabat yang ihrunjulc lllltuk menandalangani 
Surat Pe.rintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas. 

21. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito 
t.itara. 

22. Unit p.,taksana Teknis Dina:s/ Unit Pelaksana Teknis Badan, yangselanjutnya 
disingkat UPTt>/UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan 
Unit Pelaksana Teknis pada Sadan Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Barito Utara. 

23. Perjalanan Dines balam Ne.geri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas ~ 
adalah perjalanan ke luar tempat kedudu.kan yang dilakukan dalam wilayah 
Republik Indonesia untuk kepentingan negara. 
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24. Perjslanen Dinas Jabatan -adala:h Perjalanan Dinas melewati batas Kota 
dan/ atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, 
melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam 
oegeri. 

25. Perjafanan Dinas Pindah adalah perjafanan dirtas dari tempat kedudukan yang 
lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah yang 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang­
undangan. 

26. Surat Perintah Togas yang selanjutnya disingkat $Pr, adalah Surat Perintah 
untuk m:elaksanakan sustu tugas yang ditanda tangani oleh pejabat yang 
berwenang. 

27. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah 
Surat Perintah untuk melaks.anakan perjalanan dinas yang ditandatangani 
oleh pejabat yang berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah 
Togas. 

28. Uang harian perjalanan dinas adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari 
Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN serta Pegawai Tidak 
Tetap yang menjalan.kan Perintah Perjalanan Dinas di dslam negeri yang dapat 
digubakan untuk tnakan, transport lokal dan uang saku. 

29. Biaya Rill e.dalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran 
yang sah. 

- 30. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilskukan keluar 
wilayah Kabupaten Barito Utara. 

31. Perjalanan Oinas Dslam Da-erah adalah perjalanan dinas yang dilalrukan 
dalam wilayah Kabupaten Barito Utara dengan jarak sekurang-kurangnya 10 
(sepuluh) kilometer dari titik O (no!) kota Muara Teweh. 

32. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di 
dalam kota Muara Teweh dengan jarsk kurang dari 10 kilometer dari titik 0 
(no!) kota Muara Teweh dan atau mela:ksanakan tugas lebih dari 4 (empat) jam 
kerja diluar kantor SKPO. 

33. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada. 
34. Tempat Tujuan adalah tempat /kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas. 
35. Pejabat Penatausahaaii Keuangan ya.ftg selanjutilya disiftgkat PPK adalali PPK 

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 

BAB II 
JENIS PBRJALAKAN i>IIIAS 

Pua1 2 

Perjalanan Dinas menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi: 
a. perjalanan Dinas Jabatan; dan 
b. perjalanan Dinas Pindah. 

BAB m 
PBRJALAXAN DJIIAS JABATA!f 

Paaal 3 

(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
digolongkan menjadi : 
a .. perjalanan Dinas Luar Daerah; dan 
b. perjalanan Dinas Dalam Daerah; 

(2) Perjalanan Dinas Dslam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 
a. perjalanan Dinas Dslam Kota yang dilaksanakan di 'dalam kota Muara 

Teweh dengan jarak kurang dari 10 kilometer dari titik 0 (nol) kota dan atau 
melaksanakan tugas Jeblh dari 4 (empat) jam kerja diluar kantor SKPD 

b . perjalanan Dinas ke Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara. 
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(3) Perjalanan Dinas Jabatan ·sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalrun hal sebagai berikut: 
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 
b. mengikuti pendidikan dan pelatihan, rapat, konsultasi, kunjungan kerja, 

studi banding, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, 
dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. iiienempuh uflall dinas atau tijiaii jabatan yang diadal<an di luar 
Tempat K-edudukan; 

d. menghadap Majelis PenguJi Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap 
seorang Dokter Peeguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar 
Tempat Kedudukan untuk memperoleh Surat Keterangan Kesehatan guna 
kepentingan jabatan; 

e. mengikuti peodidikan dinas (tugas belajar) di luar Tempat Kedudukan 
atau tempat tinggal setara Diploma, Sl/S2/S3; 

f. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat 
Ne.gara/Pegawai Negeri yang meninggai clunia dalam meiaicukan Perjalanan 
Dinas; dan 

g. menjemput/inengantarkall ke teiiipat pemakaman jenazah Pejabat 
Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat ·Kedudukan 
yang terakhir ke Kota tempat pemakaman. 

(4) Perjalanan Dinas jabatan dalam daerah dalam Kota dalam rangka 
melaksanakan tugas leblh dari 4 (empat) jam kerja per hari diluar kantor SKPD 
dilaksanakan untuk kegiatan kedinasan dan dibatasi banya untuk kegiatan­
kegiatan bersifa:t khusus seperti : 

a. petugas Inspektorat yang sedang melakukan pemeriksaan 
reguler/khusus/tujuan tertentu .. 

b. petugas Bagian Umum dan Bagian Humas Protokol Sekretariat Daerah 
yang mempersiapkan dan atau mengatur penyelenggaraan kegiatan resmi 
Pemenntah Daerah. 

c. petugas Dinas Perhubungan Komunikasi lnformasi dan Komunikasi, 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
dalam melaksanakan tugas lapangan. 

d. petugas Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang sedang menangani 
pennasalahan hukum di Penga:dilan Negeri Muara Teweh. 

e. petugas Dinas Kesehatan yang menangani pekan imunisasi/vaksinasi, 
fogging dan sejenisnya. 

f. petugas Dinas Pertanian dan Petemakan yang menangani vaksinasi 
rabies, flu burung, pengendalian hama penyakit, dan sejenisnya. 

g. petugas Dinas Pertambangan dan Energi dan petugas SKPD terkait yang 
melakukan pengendalian Harga Eceran Tertinggi BBM, Gas, dan 
sejenisnya. 

h. petugas Bidang Sosial, Kesehatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
dah SKPD terkait lliinhya yang mehahgahi peffiia"'alahan/pehyalat bidang 
sosial kemasyarakatan, radikalisme, penistaan agama, dan sejenisnya. 

BaglaoK-tu 
si>T danSPPi> 

Pual 4 

(1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, 
PNS/ ASN, PIT dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang 
dalam SPT dan SPPD. 

(2) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) d-;? _,.,,-
huruf a hanya diterbitkan SPT. · Y 
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(3) Untuk mendapatkan SPr dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) Bupati, Wakil Bupati., Pimpinan/Anggota DPRD, PNS/ASN, PTT yang 
bersangkutan mendapatkan penugasan. atau mengajukan Nota Pertimbangan 
kepada pejabat yang berwenang menerbitkan SPr dengan format sebagaimana 
tercahtum dalam Latllp1n.n I yang merupakan bagian dan ·satu kesatuan tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bllpati ini. 

(4) SPr dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan paling 
seclikit 3 (tiga) rangkap dengan tembusan disampakan kepada : 
a. kepala Bagian Umum Sekretariat baerah/Sekretaris ·s'KPD/Kasubbag Tata 

Usaha SKPD yang bersangkutan; dan 
b. bendahara pengeluaran SKPD yang bersangkutan. 

(5) Pada saat pengajuan SPr dan SPPD wajib melampirkan Kartu Kendall 
Perjalanan Dinas. 

Pual 5 

(1) Bupati dan Wakil Bupati yang akan melaksanakan perjalanan dinas kedalam 
dan/atau keluar daerah, SPr dan SPPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil 
Bupati. 

(2) Pejabat Struktu.ral Eselon 11 yang akan melaksanakan perjalanan dinas 
kedalam dan/atau keluar daerah, SPr dan SPPD ditandatangani oleh 
Bupati/Wakil Bupati. 

(3) Dalam hal 'Bupati/Wakil Bupati berhalangan atau tidak berada ditempat/dinas 
luar, maka yang menandatangani $pf dan SPPD sebagaiman dima:ksud ayat (2) 
adalah Sekretaris Daerah atas nama Bupati. 

(4) Dalam hal Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah bechalangan atau tidak 
berada ditempat/dinas luar, maka yang menandatangani SP!' dan SPPD 
sebagimana ayat (2) adalah Pej abat yang mewakili Sekretaris Daerah. 

(5) Pejabat Struktural Eselon 1H Kepala SKPD yang akan melaksanakan perjalanan 
dinas keluar daerah, $Pr dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah 
atau pejabat yang mewakili, sedangkan untuk perjalana dinas ke dalam daerah 
ditandatangani oleh pejabat yang bersa.ngkutan. 

'(6) Pejabat Struktliral Eselon lll buka:ii Kepala SKPD atau Pejabat Struktural 
Eselon N kebawah atau Pejabat Fungsional umum atau Pejabat Fungsional 
tertentu yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dan/atau 
keluar daerah, SPr dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang 
bersangkutan. 

- (7) Dalam hal Kepala SKPD berhalangan atau dinas luar maka $pf dan SPPD 
sebagaimana dimaksud ayat ~6) ditandatangani oleh Asisten Admmistrasi 
Umum atas nama Sekretaris Daerah, apabila Asisten Administrasi Umum 
berhalangan atau dinas luar, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten 
Sekretaris Daerah lainnya. 

(8) Untuk Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka rujukan pasien darurat, 
untuk Dinas Perhubungan Komu.nikasi dan lnformasi serta Satuan Polisi 
Pamon,g Praja dalam rangka Patroli Pengawalan, dan untuk Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal petugas yang menangani 
penanggulangan bei:u:ana, maJca pejil.bat yang mewil.kili Kej>ala SKPD tlil.pal 
menandatangani SPT dan SPPD. 

(9) Camat, Pejabat/Staf Kecamatan, Kepala UPr Puskesmas, Kepala UPr SKPD, 
Kepala Sekolah, Lurah/Sekretaris Desa PNS dan Pejabat Fungsional tingkat 
Kecamatan/Keiurahan/besa yang akan melaksanakan Perjaianan dinas ke 
dalam daerah, SPT dan SPPO dit:andatangani oleh Camat, Kepala UPI' 
Puskesmas, Kepe.la IJPT SKPD, Kepa!a Sekolah yang bersangkutan. 

(10) Dalam bal pejabat yang mewakili menandatangani SPT dan SPPD yang bersifat 
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus sepengetahuan dan seijin 
Kepala S}(PD yang bersangkutan dan dinyatakan secara tertulis (menyusul) 
berupa Surat Penunjukan sesuai Lampiran D yang merupakan bagian dan 
satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . 
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Pua] 6 

(1) Pejabat Stru.ktural Eselon Ill pada Sekretariat Daerah yang akan melaksanakan 
p:erjalanan dihas ke dala:m daerah dan/ a.tau keluar daerah SPT dart SPPD 
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. 

(2) Dalain haJ Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPI' dan SPPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Asisten Administrasi Umum atas 
nama Sekretaris Daerah. 

(3) Pejabat Struktural Eselon IV pada Sekreta:riat Daerah yang akan melaksanakan 
perjalanan dinas ke dalam daerah dan/atau keluar daerah SPr da.n SPPD 
ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah. 

(4) Dalam hal Asisten Administrasi Umum berhalangan atau dinas luar maka SPI' 
dan SPPD sebagimana dimaksud pads ayat (3) ditandatangani oleh Asisten 
Pemerintahan atau Asisten Pembangunan clan Kesejahteraan Rakyat sesuai 
Daftar Urut Kepegawaian. 

Pua] 7 

( 1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas 
Jabatan SP!' dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD. 

- (2) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan atau tidak berada di tempat/dinas luar, 
maka SPT dan SP.PD sebagairnao d·imak-'lud pada ayat (1) ditandatangani oleh 
Wakil Ketua. 

BagiaDKedua 
Lama PerjaJ•n•n Olnas 

Paaa1 8 

(1) Lama perjalanan dinas dtoerikan sesuai kepentingan/urgensi dengan 
mengingat penghematan biaya, waktu dan tenaga serta kemampuao anggaran 
yang tersedia. 

(2) Pefjalafum din.as yang dllaksanakan dalam raiigka konsultasi/kociidinasi 
dengan keteotuan sebagai berikut : 
a. konsultasi/koordinasi ke ibu kota .provinsi paling lama 4 (empat) hari 

Pulang Pergi paling banyak 3 (tiga) orang. 
b. konsultasi/koordlnasi ke ibu kota negara paling lama 5 (lima) hari paling 

banyak 3 (tiga) orang. 
c. konsultasi/koordinasi -ke luar daerah dalam wilaya.h provinsi Kalimantan 

Tengah paling lama 4 (empat) bari untuk satu daerah tujuan paling banyak 
3 (tiga) orang. 

d. konsultasi/koordinasi ke J,uar daerah provinsi Kalimantan Tengah paling 
lama -4 (empatj hari paling banyak 3 (tigaj orang. 

(3) Dalam hal terdapat penambahan tugas perjalanan dinas yang berlanjut atau 
tugas lainnya ates perintah atasan, waktu perjalanan dinas dapat diberikan 
dengan memperpanjang lama penugasan dengan dilengkapi surat keterangan 
pefpanjangan tugas dati pemberi fugas. 

(4) Contoh format surat keterangan perpanjangan tugas sebagaimana tercantum 
dalam Lamplnm m yang mernpakan bagian satu kesatuan tidak terpisah dari 
Peraturan Bupati ini. 

B•V•nKetlla 
Se-/ curter 

Paaa1 9 

(1) Sewa/charter kendaraan air/darat untuk perjalanan dinas jabatan dapat £,,p -
dilakukan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang sangat ?:/ 
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diperlukan mengingat sifatnya yang sangat mendesak atau terbatasnya akses 
transportasi umum. 

(2) Sewa/cbarter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a . bagi Kepala SKPD dart Pejabat Struktui'al Eseloil Ill kebawali, Pejabat 

Fungsional umum·, Pejabat Fungsional Tertentu, dan ASN harus mendapat 
persetujuan dari Kepala SKPD masing-masing, dalam hal Kepala SKPD 
tidak berada ditempat maka Persetujuan Sewa/charter dapat diberikan oleh 
Asisten Administrasi Umuro Sekretaris Daerah. 

b . bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terlebih dahulu mendapat persetujuan 
dari Ketua DPRD dengan mengajukan Nota Pertimbangan. 

(3) Sewa/charter perorangan berlaku untuk tingkat A dan B sedangkan untuk 
tingkat C paling sedikit 3 (tiga) orang. 

(4) Perjalansn dinas yang sifatnya rombongsn bagi anggota DPRD lidak 
diperkenankan menggunakan sewa/charter orang-perorang, apabila 
menggunakan sewa/charter berlaku paling sedikit 2 (dua) orang. 

(5) Biaya Sewa/charter kendaraan air/darat yang dilaksanakan secara rombongan 
dalam suatu tim/rombongan dibayarkan kepada Pimpinan Rombongan. 

(6) Satuan biaya sewa/charter lkendaraan dai'at da:n s'uhgai untuk perjalailan 
dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah adalah biaya rill yang 
dibuktikan dengan kwitansi sewa/charter yang sah dan tidak melebihi satuan 

~ biaya sewa/charter kendaraan darat dan sungai. 
(7) Biaya sewa/charter kendaraan darat dan sungai adalah biaya rill berlaku pada 

hari itu yang dibuktikan ·ctengan Kwitansi Sewa/charter yang sah dari 
Pengusaha Jasa Angkutan d.arat dan Sungai yang dilengkapi dengan Serita 
Acara Sewa/charter. 

(8) Kwitansi Sewa/charter kendaraan darat den sungai sebagimana dimaksud 
pads ayat (7) untuk pertanggung jawaban perjalanan dinas ditempel pads 
kertas kosong dan dibawahnya bertuliskan •bahwa saya/kami bertanggung 
jawab penuh atas kwitansi dan sewa/charter tersebut• (kolom name diisi 
nama, kolom jabatan diisi nama dan jabatan yang menjadi pimpinan 
rombongan). 

(9) Pelaksanaan SPPD dapat menggunakan kendaraan pnbadi dan biaya transport 
dibayarkan ·secara perseorangan sebesar tarif kendaraan umum sesuai rute 
tujuan, dengan melampirkan surat pemyataan menggunakan fasilitas 
kendaraan pribadi tanpa melampirkan bukti pengeluaran, format surat 
pemyataan menggunakan fasilitas ·kendaraan pribadi sebagaimana tercantum 
dslam Lamptraa IV Peraturan Bupati ini. 

(10) Pertanggungjawaban sewa/charter-kendaraaa darat/air dibuktikan dcngan : 
a. nota pertimbangan sewa/charter kendaraan darat/air dari pejabat yang 

berwenang, format sebagaimana tercantum dalam Lamplnul V Peraturan 
Bupati ini; 

b. persetujuan sewa/charter dari pejabat yang berwenang. format 
sebagaimana tercantum dalam Lamplraa VI Peraturan Bupati ini; 

c. berita acara sewa/charter antara kedua belah pihak, dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lamplran Vll Peraturan Bupati ini; dan 

a. lcwJ.lim.si biaya sewa/ charter li:enaataan lfaril.l dan sungai dikeluarkan oleh 
pengusaha/penyediajasa angkutan darat/sungai dan Pemyataan Tanggung 
Jawab Mutlak, format sebagaimana tercantum dalam Lam.pin.a VIII 
Peraturan Bupati .ini. 

BqtanKeempe.t 
Contob Formallr 8PT 4aa 8PPD 

Pual 10 

(1) Contoh tormat SP'!' sebagaimana tercantum dalam w.mplran IX yang 
merupakan bagian satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(2) Contoh format SPPD tennuat dalam 1 (satu) lembar bolak balik sebagaimana 
tercantum dalam LamplraD X yang merupakan bagian satu kesatuan tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Ba-clab ~llm:a 
Petjalenen -Dhlu -Keluar Negeri 

Pua1 11 

(1) Perjeleoen dinas keluar negeri bagi pejebat deJam "tingkungan Pernerintah 
Kabupaten tennasu.k: Pi.mpinan dan 1\nggota DPRD. dapat dilalrukan setelah 
meodapat persetujuan atau izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia melalui Gubemur Kalimantan Tengah. 

(2) Perjalanan dines keluar negeri bagi pejabat Struktural Eselon III kebewah atau 
ASN deism lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat dil.akukan setelah 
mendapat persetujuan atau izin tertulis dari Sekretaris ·Jenderal Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia melalui Gubemur Kalimantan Tengah. 

BAB IV 
PBRJALA.KAK ·DDIAS PIIIDAH 

Pua! 12 

(1) Perjalanan Dines Pindah adalah perjalanan untu.k melakukan tugas pindah 
bagi kepentingan N"egara dan Daerah dari tempat kedudu.k:an semula ke tempat 
yang baru menurut keputusan pindah yang berlaku beserta keluarganya yang 
sah, kecuali Perjalanan Dinas Pindall alas dasar pennohonan sendiri. 

(2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) terdiri dari : 
a. suami/isteri yang sah menurut Ketentuan Uodang-Undang Perkawinan; 
b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang 

berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun dan pada waktu berangkat 
belum pemah menikah serta tidak mempunyai penghasilan sendiri; 

c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang 
berumur lebili dari 25 (dua j'>uluh lime) taliun yang mefiurut s'urat 
keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat 
mempunyai penghesilan sendiri; atau 

d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat 
perempuan yang sah menurut ·hukum yang ·berumur lebih dari 25 (dua 
puluh Ii.Ina) tahun yang tidak bersuarnl dan tidak mempunyai penghasilan 
sendiri. 

(3) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Pegawai 
Negeri Sipil/ ASN golongan IV atau pejabat struktural eselon III diperkenankan 
pule untu.k membawa pembantu rumah tangga sebanyak l (satu) orang. 

(4) Pembantu Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan biaya 
sesuai tingkat .penggoloogan untu.k Pegawai Negeri Sipil/ ASN Golongan I. 

(5) Dalarn Perjalanan Dines Pindall sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tennasu.k: pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal : 
a. pem:utangan aari lempat keoudukan yang "teraloili ke lempal hehoillc 

meoetap bagi Pegawai Negeri Sipil/ ASN yang dt'berhentikan dengan honnat 
dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu; 

b. pengembaliao Pegawai Negeri Sipil/ ASN yang mendapal uang tunggu dari 
tempat tmggainya ·ke tempat yang ditentukan untuk dipekerjakan -kembali; 

c. pemu1angan keluarga yang sah 'dati Pejabat Negal'a ·atau Pegawai Negeri 
Sipil/ ASN yang meninggal dunja dari temJ)Qt tugas terakhirnya -ke tempat 
tujuan menetap. 

(6) Pengajuan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayet (1) 
berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pindah, .A::?,,.­
pemberhentian atau meninggal ·dunia. r Y 
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BAB V 
BIAYA PERJALANAl'I DIKAS 

Pua1 13 

(1) Rihcian Biaya Perjalanan Dinas dibuat berdasarkan SPPD, contoh format 
sebagaimana tereantum dalam I.amplna XI yang merupakan bagian sara 
kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Untuk menetapkan biaya perjaJanan dinas, diadakan penggolongan dalam 5 
{iima) tingkatan : 
a. Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPIID. 
b. Tingkat B : Anggota DPRD, Pejabat Struktural Eselon II, Forum K.oordinasi 

Pimpinan Daerah (FKPD). 
c. Tingkat C : Pejabat Struktural Eselon ID/Pejabat Fungsional Umum dan 

Fungsional Tertentu Golongan IV, Ketua/Wakil Ketua PKK, 
·Ketua/Wakil Ketua Dharma wanita Kabupaten, serta Tenaga 
Ahli DPRD. 

d . Tingkat D : Pejabat Struktural Eselon IV / Pejabat Struktural Eselon V, 
Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu Golongan 
ill, CPNS Golongan Ill, Pengurus PKK Kabupaten, Ketua/Wakil 
Ketua PKK Kecainiitlm, Kel:ua/Wakil Kefua Dharina Wanita 
Kecamatan, Ketua/Wakil Ketua PKK Kelurahan/Desa, 
Ketua/Wakil Ketua Dharma Wanita Kelurahan/Desa. 

e. Tingkat E : PN S/ AS~ Pejabat Fungsi9nal U_muill dan Fungsional Tertentu 
Golongan II dan Golongan 1, CPNS Golongan II dan Golongan 
I, Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontiak, Pen.gurus PKK/ 
Dharma Wanita Kecamatan, Pengurus PKK/Dhanna Wanita 
Kelurahan/Desa. 

(3) Selain biaya perjalanan_ dinas !!_«?Sulli _penggol~r_i~ ~ebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), kepada Bupati, Wakil Bupati, FKPD, Pimpinan dan Anggota 
DPRD serta Pejab"at Struktural Eselon rt ·diberikan uang representasi. 

(4) Uang ,repref:lentasi sebageimana dimaksud pada ayat (3), dibayar secara 
lumpsum. 

(5) Pegawai Tidak Tetap, Paramedis PTT, Kepala Desa, Perangkat Desa/Badan 
J>ermusyawaratan Oesa (BPD), dan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi 
Pemuda, Organisasi Keagamaan, Perempuan dan Pihak Lain yang menunjang 
kinerja Pemerintah Daerah digolongkan dalam tingkat E. 

(6) Untuk penggolongan Biaya Perjalanan Dinas Narasumber/Tenaga Ahli/Saksi 
Ahli PNS disesuaikan tingkat Eselon, Pangkat Golongan (Ruang), sedangkan 
non PNS terinasulc tinglcal E. 

Fl Pegawai Negeri Sipil/ ASN Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap pada ·dasarnya 
tidak dapat melakukan Perjalanan Dinas atas beban keuangan daerah, kecuali 
tenaga-tenaga teknis antara lain awak kapal, motoris speed boat, sopir 
darat/sungai, operator teknis komputer, petugas Satpol PP, petugas pemadam 
kebakaran, petugas so•sial, petugas penanggillaiigafi llencaila, petugas 
kesehatan dan tenaga teknis lairulya yang sangat diperlukan untuk 
melaksanakan tugas dimaoa tenaga-tenaga teknis di bidang tersebut tidak ada. 

(1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri 
dari: 
a. biaya transportasi pegawai; 
b. uang harian dapat digunakan untuk uang makan, anglrutan lokal dan uang 

saku yang dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; 



c. uang representatif 'bagi Bupati, Wakil Bupati, FKPD, Pimpinan dan Anggota 
DPRD serta Pejabat Struktural Eselon II; dan 

d. biaya penginapan. 
(2) Biaya transportasi pegawai dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dah c, dibayarkall secara rill dengan melampirkan bukti 
pengeluaran yang 58h berupa tiket airport tax, bearding pass, tarif parkir 
bandara, tarif peoyeberangan, tarif taxi bandara menuju dan dari 
hotel/penginapan/losmen, kwitansi hotel/penginapan dengan tidak melebihi 
standar tertinggi biaya penginapan. 

(3) Biaya transportasi perorangan dalam tlaerah dibayarkan sesuai jumJah standar 
biaya tanpa melampirkan bukti pengeluaran, cukup hanya melampirkan daftar 
pengeluaran rill yang ditandatangani pegawai yang bersangkutan dan 
diketahui/disetujui oleh pejabat penatausahaan keuangan, format daftar 
pengeluaran rill sebagimana tercantum dalam Lampinul XII yang merupakan 
bagian satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Uang harian sebagimana dimaksud .pada ayat (1) huruf b, diberikan sesuai 
jnmlab hari perjalanan dan lokasi riil perjalao dinas dilaksanakan sesuai 
dengan standar biaya perjalanan dinas. 

(5) Dalain hal pelaksaha:a:n SPPD luar d·aerah yang ttciak menggunakan biaya 
penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf d, maka diberikan 
biaya peoginapan sebesar 30% dari satuan biaya penginapan pada tempat 
tujuan dan dt'bayarkan secara lumpsum paling banyak N-1. 

(6) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengjkuti pendidikan dan 
pelatihan, bimbingan teknis, kursus, dan sejenisoya sirsuai dengan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3 ayat (3) buruf b 
yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, Pelaksana SPPD hanya diberikan 
uang saku dari komponen uang harian sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan 
kegiatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara. 

(7) Dalam hal pelaksanaan SPT dan SPPD yang lama perjalanannya 1 (satu) hari 
tidak dibayarkan biaya penginapan. 

(8) Biaya penginapan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bersifat at cost 
(rill), diberikan paling banyak sesuai jumlah hari perjalanan dikurangi 1 (satu) 
hari atau N- 1 dengan stahdar biaya maksunal satuan b1aya peI1ginapan 
perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah. 

(9) Dalam hal pelaksanaan SPT dao SPPD terdapat so.pir dan kemet/pendamping, 
biaya penginapan untuk sopir dan kemet/pendamping dengan ketentuan 1 
(satu) kamar untuk 2 (dua) orang. 

~ (10) Khusus sopir pejabat Tin,gkat .B kebawah dan sopir mobil operasional diberikan 
uang hariaa perjalaaaa dinas dalam daerah sebesar Rp 300.000,- pe.r ,hari dan 
diberikan uang harian untuk perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 
400.000,- per hari. 

(11) Biaya Perjalanan Dinas sebRgairoao'l dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 
daJam bentuk panjar sebesar maksimaJ 70% dari perkiraan biaya riil dari 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebeluro perjalanan dinas dilaksanakan. 

(12) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya 
perjalanan dinas beluro dapat dibayarkan, maka biaya perjaJanan dinas dapat 
rubayarxan setelilh peijatanan amas selesai. 

(13) Biaya perjalanan dinas bagi pejabat dapat dibayarkan oleh Bendahara 
PengeJuaran setelah rincian bi.aya diverifikasi oleh PPK SKPD. 

Pual 15 

( l) Biaya -Perjalanan -Dinas Jabatan dibehaokan pada SKP0 masing-masiog. 
(2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas wajib t­

memperhatikan lebib dahulu kepentingan perjalanan dinas maupun anggaran 
yang tersedia. 
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Pual 16 

(1) Biaya PerjaJanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
dibebankan pada DPA Sadan Kepegawaian Daerah. 

(2) Untuk perjlartart dinas pindah dibayarklirt biaya-biaya ahgkutan pegawai, 
1U1gk\¾tan keluarga, peng~, penggudangan clan angku-tan barang-barang 
serta uang harian dan biaya penginapan. 

Pua1 17 

(1) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud 
daJam PasaJ 3, yang bersangkutan jatuh sakit, maka uang harian diberikan 
selama sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan 
jatuh sak:it/berobat. 

(2) Dalant haJ pelaksanaan PerjaJanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, yang bersangkutan meninggal dunia, maka uang harian 
diberikan selama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman Jenazab daJam haJ 
Jenazah terse but tidak dimakamkan di tempat kedudukan 
almarhum/almarhutnah pega:wai yang bersangkutan. 

Pual 18 

(1) Untuk PerjaJanan Pindab, scbagaimana dimaksud Pasal 12 uang harian 
chberikan untuk pegawai yang bersangkutan dan masing-masing anggota 
keluarga sebagai berikut : 
a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba ditempat kedudukannya yang baru; 
b. selama 3 (tiga) hari ditempat bertolak tiba: ke/ dari luar negeri; 
c. paling lama 3 (tiga) hari untuk tiap kali menunggu sambungan dalam haJ 

perjaJanan tidak dapat dilaJrukan Jangsung; 
d. sebahyak juttllah hari tettahah d"alam baJ diluar kemauart dan keinampuan 

pegawai yang bel"Sallgkutan berdasarkan keterangan pejabat yang 
berwenang; dan 

e. sebanyak jumlah hari tertahan daJam hal pegawai yang sedang 
melaksanakan perja'ianan pindah mendapat perintah dari yang 
berwajib/atasaonya yang berwenang untuk melakukan tugas guna 
kepentingan Negara. 

(2) Bagi anggota keluarga yang sah berusia di bawab 12 (dua belas) tahun maka 
uang harian dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari yang ditetapkan. 

Pual 19 

(1) Untuk penentuan biaya angkutan Pegawai Negeri Sipil/ASN dan bagi keluarga 
masing-masing Tingkat Pegawai sebagaimana tennasuk dalam Pasal 14, untuk 
kelas-kela:s Kereta api, Bus dan Pesawat sebagai berikut : 

Tingkat Pegawai Kereta Api Bus Pesawat 

A Kelas Satu Kelas Satu Kelas Eksekutif/bisnis 
B Kela:s Satu KelasSatu Kelas Ekonomi 
C Kelas Satu KelasSatu Kelas Ekonomi 
D Kelas Satu Kelas Satu Kelas Ekonomi 
E Kelas Satu Kelas Satu Kelas Ekonomi 

13 



BABIV 
STANI>AR BIAVA PBRJALAJlAB DIJl'AS 

PuaJ 20 

(1) Seluruh Biaya Perjalanan Dinas Jaba:tah maupun Perjalanan Dinas Pindah 
berpedoman -kepada Standar Biaya PerjalanaB Dinas. 

(2) Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Bupati. 

BAB V 
PELAKSAKAAM DAN PROSEDUR PEIIBAVARAN BIAVA PERJALANAN DIN.AS 

PuaJ 21 

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme uang 
persediaan (UP). 

BAB VI 
PERTANGOUKQJAWABAN PERJALANAN DIN.AS 

Pasal 22 

(1) SPT dan SPPD selain merupakan dokumen sekaligus sebagai perintah yang 
digunakan pula sebagai alat pelapor/pertanggungjawaban/pengawasan. 

(2) Pada SPT dan Si?PD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan, cacat dalam 
tulisan, atau perubahan-perubahan/coretan°coretan. 

(3) Pada lembar belakang SPPD dicatat tempat berangkat (tempat kedudukan) dan 
tiba serta dibubuhi tanda tangan, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a . bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati; 
b . pejabat Struktural Eselon 11 ditandatangani oleh Asisten Administrasi 

Umum atau Pejabat yang mewakili Sekretaris -Oaerah; 
c. pejabat Struktural Eselon Ill Kepala SKPD ditandatangani oleh Asisten 

Administrasi Umum Sekretaris Daerah atau pejabat yang mewakili 
Sekretaris Daerah; 

d. pe]abat Sth.iktural Eselon Ill bukan Kepala SKPD serta Pejabat Struktural 
Eselon IV ke bawah ditandatangani oleh Kepala SKPO atau Pejabat yang 
mewakili Kepala SKPD; 

e. pada Sekretariat Daerah wituk Pejabat Struktural Eselon 111 ke bawah 
dJtandatangani oleh Asisten Administrasi °tlmum Sekretaris Daerah atau 
pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah; 

f. camat-, Sekretaris Camat,, Pejabat Struktural Eselon IV, dan Pejabat 
Fungsional Umum lingkup kecamatan ditandatangani oleh Camat; dan 

g. pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Dewan atau 
pejabat yang mewakili. 

(4) Perjalanan dinas jabatan luar daerah dan daJam daerah dengan menggunakan 
kendaraan dinas, berlaku ketentuan sebagai berikut : 
a. bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas dibayarkan sebagai berikut : 

1. bagi pejabat Tingkat A yang melakukan perjalanan dinas jabatan keluar 
daerah atiiu oa.taiii daerah dengan Ji:enaaraan cl.mas, diben.Jran BBM 
sesuai standar yang berlaku; 

2. bagi .pejabat Tingkat B, C, D dan E _yang melakukan .perjalanan d.inas 
jabatan keluar dae!ah ;!l!:9,U dalam daerah dengan kendaraan dinas, 
rincian biaya pembelian BBM dimasukan dalam rincian biaya perjalanan 
clinas; 

3 . maksimal vG!ume BBM yang digunakan disesuailcan dengan tujuan ~ 
perjalanan dinas (dtoatasi hanya untuk volume pulang pergi) tidak 
termasuk BBM dalam kota tujuan (transport lokal); 



4. untuk BBM dalrun kota tujuan (transport lokal) diberikan: 
a. Kendaraan Roda 4 (empat) : 

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah • 4 (empat) liter per hari. 
- Perjalanan Dinas Luar Daerah • 10 (sepuluh) liter per hari 

b. Kertdaraan Roda 2 (du'a) : 
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah O Q (dua) liter per hari. 
- Perjalanan Dinas Luar Daerah • 3 (tiga) liter per hari 

5. untuk jenis dan harga BBM disesuaikan dengan kebutuhan rill 
kendaraan dengan bukti pembelian yang sah. 

b. rincian biaya pembelian BBM ters:ebut merupakan satu kesatuan dalam 
rincian biaya perjalanan dinas yang bersangkutan. 

c. komponen uang harian yang diberikan hanya uang roakan tian uang saku, 
tidak diberikan uang transport lokal. 

(1) Tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dengan dua atau lebih $Pr 
dan SPPD dalam waktu yang sama. 

(2) Pejabat yang ihelakukah petjalahan din:a:s paling lambat 5 (liina) nari kerja 
sesudah kembali, wajib memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang 
memberikan SPT dan SPPD dengan tembusan kepada Kepala SKPD/Asisten 
Administrasi Umum Sekda. 

(3) Contoh laporan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
:xm yang merupakan bagian tldak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Pejabat yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja 
setelah perjalanan dinas dilaksanakan dan telah dibubuhi catatan tanggal tiba 
kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), wajib mengembalikan 
lembar asli SPT dan SPPD kepada Bendahara Pengeluaran pada SKPD sebagai 
bahan penyusunan surat pertanggungjawaban keuangan. 

(5) Bagi pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan (4), pemberian SPT dan SPPD selanjutnya 
ditangguhkan. 

Puil ~ 

(l) Dalam hal tetjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan 
dapat dtbebankan pada DPA satuan kerja yang berkenaan. 

(2) bokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembe.banan biaya 
pembaralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a . surat -Pemyataan -Pembatalrul Tugas -Perjalanan Dinas dari atasan pelaksana 

SPPD, atau paling rendah Pejabat Struktural Eselon Il bagj pelaksana SPPD 
di bawah Pejabat Struktural Eselon ID kebawah, yang dibuat sesuai format 
sebagaimana tercantum dalam Lamplran XI\> yang merupakan bagjan tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

b. surat Pemyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Petjalanan Dinas yang 
dibuat sesuai format tercantum dalam Lamplran XV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

c. pemyataan/'Fancla Bulili Besaran Pengembalfait Biaya Transporlasi 
dan/atau biaya pengjnapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau 
pengjnapan _yang disahkan oleh PPK. 

(3) Biaya pembat;a]an yapg dapat ,dih,,bankan pada DPA satuan kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut; 
a. biaya pembatalan tiket tran:spo1t8'Si atau biaya pengjnapan; atau ~ 
b . sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang 

tidak dapat dikembalikan/ refund. 

i.s 



BAB VII 
KETENTUAJf LAIN-LAIN 

Pasal 25 

(I) Pejabat penerbit SPI' dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pegawai Negeri 
Sipil/Pegawai 'Ndak Tetap yang menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan 
perjalanan dinas. 

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan 
dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). 

BAB VIII l BAGIAN HUKUM 
KETENTUAJf PERALIHAJf SEKDA 

PASAL 26 

SPT dan SPPD yang telah terbit sebelum ditetapkan,Hl,111:!f"i' '·" ' 
berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun , y,-.-,., 
Perjalanan Dinas Di Llng.kungan Pemerintahan Kabupate • ""'"'"'-t-..,:.:.~-j 

KONSEPTOR 

i, 
n 

BAB IX 
KBTElfTUAJf PENUTUP 

Paul 27 

(. ... ...... .. ) 
PEIUIIG,',IJN(i JA'olMII 
&UKAS 
l- - ····· · • · · ·J 
PELNl~/filili<Ts; 

Peraturan Bu pati ini mulai berlaku pada tanggal diundlarJljj.ki~·.:.· :..· ·:.:·..:.·:..· ·:.:•.;.il .__ _ _ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara. 

Diundangkan di Muara Teweh 
pada tanggal ! Apnl 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATU BARITO UTARA, 

,,.----

JAINAL ABlDilf 

Ditetapkan di Muara Teweh 
pada tanggal ! Afnl 2016 

.,,.,r-TO UTARA, 

• 

6ACilAN UMtiM 

.•, . 

·, 
i 

SERITA DAERAH KABUPATEN BARJTO UTARA TA JN:~9~ NOM 
, 

,}-
R ····· i· 

· dengan aslinya 
AN HUKUM, 

F °FAUZI 
NIP. 19710921 199803 1 004 

ASJ,Tal ·- ·" • 

I\ABAG 

KASU81lAlii .. .. ... .. ...... 
Plil.MSANA 
•• •• ■ •• •• • •••••• • 

P£1'WiG6UMG JA'IJIB 
keLIIAA MASUll llcfll:M 
... ............ 

#;, 
/ 

I-
fl!.' 
, 

-- .16 



Kepada 

Dari 

TanggaJ 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Hal 

lsi Pertimbangan 

: 
: 

LAMPIRAN I: 
PERATURAN BUPATI BA.RJTO UTARA 
NOMOR !I TAHUN 2016 
TENTANO PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI 
LINGKUNOAN PEMERINTAHAN KABUPATE:N 
BARITO UTARA 

NOTAPERTIMBARGAN 

USUL PEl'fERBITAN SPT/SPPD 

Sekrctaris Daerab. 

1 . . ............... ... . ......... ...... .. . .. . .. . .. . ... ~·· ··· 

2, ••••••• ••••••••• ••• ••••••••••••• •••••• .. • • ••••• • ••u• O• 

3 . .. .. ............ ............ . ... .. ... ............. ... . . 

BAGIAN HUKUM 

SEKDA / 
I 

ASISTEN JJ PEMERINTAHAN 

KABAG HUKUM 
,, 

~ASU6BA6 r. I,/> 

IIONSEPTO!:. 
<. ........ .. . ) 

l DAtHAN !JM!~M 
S E!< D A '/ 

ASk~TBl ~ 

K ABAG I \-
KASU~IJAG tt,_,. ... . . . . ........ 

PEIINIA'IIN6 Jfl.Wloll . 
DERKAS 
( . .. ... ... -.. ) 
PEUI\SANMPBlliUlll 
(. • ••• - ...... J 

PEI.AllSAllA 
' ... . . . . . . . . . . .. .. . . 

P£Nl,/JC1il,OIO .,V,.r/t,8 --KBJIAA MAS UK tlEa/Ol! 

' ..... ........... 

Nama Jabatan , 

( .. .. .............. .. .. .. ) 
Pangkat 
NIP. 



LAMPlRAN IT: 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR 9 TAHUN 2016 
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DlNAS OJ 
LINGKUNGAN PEMERlNTAHAN KABUPATEN 
BARlTO UTARA 

SURATPENUNJUKAN 
Nomor : 

Berhubung Kepala SKPO . .. ... .. melaksa,nakan perjalanan dinas, maka dengan ini meounjuk : 

Na.ma 
NIP 
Pangkat/Golongan Ruang 
Jabatan 
lsi Tugas 

Dengan ketentuan sebagai berikut : 

I. Mengkoordinir seluruh kegiatan di SKPD .... Kabupaten Barito Utara selama Kepala SKPD 
. .. .. Kabupaten Bari to Utara tidak berada di tempat tugas / Muara Tcweb. 

2. Hal-ha! yang bersifat prinsip agar ditangguhkan sampai Kepala SKPD ...... . Kabupaten Barito 
Utara tiba di Muara Teweh. 

3. Surat Penunjukan ini berlaku terbitung mulai tanggal .. . ... .. ... dan berakhir dengan sendirinya 
setelah Kepala SKPD ..... ... Kabupaten Barito Utara bertugas kembali di Muara Tewcb., dan 
kegiatan yang tel ah dilaksanakan selama mewakili agar dilaporkan kepada Kepala SKPD .. .. .. . . 
Kabupateo Barito Utara. 

Demikian Surat Penuojukan ini dibuat untuk dilaksanakan deogan penuh tanggungjawab. 

Ditetapkan di : 
Pada Tang.gal : 

Kepala SKPD, 

( .................. ....... ) 
Pangkat 
NIP. 

Tembusan disampailutn kepada Yth : 
1 ~ • 

9,1l6Uifll. HUKU 

SEKDA , 

ASl&TEN A 
/ 

PEMERINTAIIAH 

IIABAG HUl(UM 

KASUBBA6 I 

I\ONSEPTCl~ 
(. ........... ) 
PW116!i!JN1i JP/JNJB 
11111tKAS 
l-- • . . .. ~-~} 

pw,ISNA/PlllillllC 
{. .... -...... ) 

~ 
/ 

~ 

upaten Barito Utara (sebagai laporan) 

.......... ...... . 
PENAOOGUl!G JAW<$ 
KBJIMMASUl!lllillitlS ....... ....... .. 

BUPATI BARITO UTA.RA 

2 



LAMPIRANill : 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR 9 TAHUN 2016 
TENTANO PELAKSANMN PERJALANAN DINAS DI 
LINGKUNOAN PEMERlNTAHAN KABUPATEN 
BARITO UTARA 

SURAT KZTl!:RAJIGAII PERPAIIJAIIGAII TOGAS 

Lampiran SPD Nomor 
Tanggal 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 

..... ....... , .............. / 

Untuk kepentfngan dinas, memerinta.h.kan kepada : 
Nama ....... .. . .. .. .......... .. 
NIP ...... ... ... ...... .. .. ... . 
Pangkat 
Jabatan 

Untuk melanjutkan perjalanan dinas dalam kegiatan ......... . yang bectr.mpat di ........ .. .. 
dari tanggal ......... sampai dengan .. ........ . 

Demildan Surat Keterangan Perpanjangan Togas in.i dibuat berdasarkan 
surat/teleks/faksimili/nota perti:mooogan •) untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

-· •J co-+ - "-' J-L 

BAGIAN HUKUM 

SEKDA 
/ 

~ISTEH 
PEM&RIIITAIWII Al 
KABMl HUKUM •A 

KASUBBA6 r It> -
KONSEPTllls 
<. . . . ...... .. ) 
P£1U1166!111l JAWJ.8 
11El!KAS 
( -.. .. .... . . , ) 
pELAIISA'AfPtl&.llK 
l. . . .. •. ...•. l " 

I u 

S!:HCA 

PoUli,SAl-lA. 
... ......... .. ·;_;"+-+--t 
1'£11NJOOUNG ..!AV/All 
la!lllAAMASUt<8iilll'JS 
.... .... .. .... ... 

• · •••M•o••o•oo•oo•oo••••· •••• ••• ••••••••• •-• • •• 

Yang Menugaskan, 

( ................. .. ............. ... ) 
NIP. 

3 



LAMPIRAN IV : 
PERATURAN BUPATl BARJTO UTARA 
NOMOR S TAHUN 2016 
TENTANO PELAKSANMN PERJALANAN OINAS DI 
LINOKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 
BARJTO UTARA 

FORMAT SURAT PERlffATAAN PELAKSAJl'AA1' PERJALAMAK Dll'fAS 
DENGAK llrlENGGUNAKAif FASILITAS KENDARAAN PRIBADI 

Dasar : Surat Perintah Togas Nomor ................. .. Tanggal .... ..... .... . 

Menyatakan bahwa : 

Nama 
Pangkat/Gol 
NIP 
Jabatan 

Telah melaksanakan tugas perjalanan dinas dengan tujuan 
....... .. .. ... . dengan menggunakan fasilitas kendaraan pribadi, dengan Nomor 
Polisi .............. ( STNK terlampir). 

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/ 
Kuasa Pengguna Anggaran, 

NAMAJELAS 
NIP. 

BAGIAN HUKUM 

SEKDA ' V 

ASISTEN 
PEMERINTAIIAH fl -
JIIBAG HOKUM 

KA.SUBBA6 t ~ 
KONSEPTOR 
(. ........... ) 
PEIINl6'UIIG JAWMI 
BERKA$ 
< • •••• •• ••••• l 
PBN\SNA/Plll'fTII< 
l. . . ........ .) PE..,OOJKG ,JAVIAB 

ketJIAA MASUKSillil'S 

Palangka Raya ..... .. .. ... .... ... ...... . 

Pelaksana, 

NAMAJEI..AS 
NIP. 

4 



Kepada 

Drui 

Tanggal 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Hal 

LAMPIRAN V: 
PERATIJRAN BUPATJ BARlTO UTARA 
NOMOR 9 TAHUN 2016 
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI 
LTNGKUNGAN PEMERlNTAHAN KABUPATEN 
BARITO UTARA 

NOTA PERTIMBA1'GAN 

SEWA KElfDARAAN DARAT/AIR 

lsi Pertimbangan (Uraian pertimbangan mengapa harus charter) 

l. .. ........ . ·· ·········· ·· ····· ·· ·· ···· ··· ·· ···· ·· ····· ·· 
2 ........ .............. .. .. . .. ............. .. ...... , .. .. . 

3 ....... ..... ..... ... ....... ........... ...... ... ... .... .. . 

NamaJabatan {Pe_moh.on), 

( ........................ ) 
Pangkat 
NIP. 

lBAGIAN KUKUM 
t . 

' SEKDA 
,_v 

/\SISTEN 
PEMERIIITAHAH k 
IIABAG HUKIJM 

\ 

.tJ 

KASUBl3A6 I[) ,1jl 

KOl'IS!:PTOA 
(. .. .. ...... . l 
~JA.WMl 
DERKAS 
(_,. ......... ) 
FWIIS~/PE&tll< 

1 t. .......... ' - · 

... :.:.:.:.~,:.:.:. -.:..:.,,.:.· 1-.J.--1 
Pi:IWi:-GUHG JArlr:.D 
kEUJARMA'SUKl!i::liAAS 

.... .... .. -..... 
5 



LAMPIRAN VI : 
PERATURAN BUPATI 8ARITO UTARA 
NOMOR 9 TAHON 2016 
TENTANG PELJ\KSANAAN PERJJ\LANAN DlNAS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 
8ARITO UTARA 

A. FORMAT PZR8BT17JUA1f UWA DKDARAAJI DARAT/ DKDARAAB' AIR UIITUK 
SKPD 

1. Nama Pemohon Kepala SKPD (Tida.k boleh Pejabat mewakill) 

2. Pangkat dan Golongan 

3. Jabatan / lnstansi 

4. Tujuan 

5. Kendaraan Yang Digunakan Daral / Air 

6. Maksud Perjalanan Dinas 

PERSETUJUAN PIMPINAN Setuju / Tida.k Setuju 

BAGIAN K~Xlfr,1 . ... , ...................... 2016 

Menyetajui. 
SEKDA I V Yang Mengajukan Pennohonan, 

Sekretaris Daerah, Kepala SKPO, 
ASISTE.N 

r PEMERINTAHAN 4117 
···················· IIABAG HUl<ll M 

. 
. . .......................... 

B. FORMAT PSRSETU. M§UifilA ~ - DARAT/ DID>ABMK AIR UII TUK 
ANGGOTA DPRD KONSEPTOR 

-.... -. -. --
l. Nama Pemohon •-UH(j JJ<W,B Pimpiru ~/ Anggota OPRD 

2. Ja.batan '-····· · ·-• •·) 
m~/PC-.lJc, ,rr. ' 3 . Tujuan 
I ' ) 

4. Kendaraan Yang Digunakan Darat / Air 

5. Mak.sud Perjalanan Dinas 

PERSETUJUAN PIMPJNAN 

Menyetuju.i, 
Ketua/Wakil Ketua DPRD 

Setuju / Tidak Setuju 

'

• __ ?A.'1_i~_,~J--,--tt--i 
~!' '( ;' t\ 

'r - ·~ ·-·---+-t:-:,,1 
, .;..::1·.rr :~:, 
i-···· · ·-·-

~~~~~~:~~ ...... I ~ •-..... . .. ···--- •----" 
.Pii:L>li.$ ~: .z.t 

~;;.;;;~~~;~~I: ~.::.;.--11---t 

Muara Tcweh, ..... .. •.. ••.••. ... ...... 2016 
Yang Mengajukan Permohonan, 

Pimpinan/ Anggota OPRD, 

KBJIAAJIIASUKl!<tll'.AI 6 
................ 



LAMPfRAN VII : 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR S TAHUN 2016 
TENTANO P£LAKSANMN PERJALANAN DINAS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO 
UTARA 

Bl::RITA ACARA HWA 

1. Pada hari ini : 

a. Hari 

b. TanggaJ 

2. Say a yang bertanda tangan dlbawah ini : 

c. Na.ma 

d. Jabatan daJam usaha 

e . Nama Usaha Jasa 

Menyatakan dengan sesungguhnya telah menerima biaya sewa scsuaj dengan 

Kwitansi dari kami terlampir kepada : 

a. Naroa 

b . Jabatan/Pekcrjaan 

3. D~roikiaa Berita Acnra sewa in.i kami buaL dengan sesungguhnya dan tanggung 

jawab. 

Yang roenenma sewa, 

(materai Rp 6.000) 
(oama., cap da.n tanda tangan usaha 
jasa) 

• Format ini bisa ditulis taogan. 

Yang roenyera.hkan biaya sewa, 

(nama dan tanda taogan) 

• Jabatan dalaro usaha roaksudnya adalah pemilik/petugas/manager dll. ___ .. 
Miqcrat~·6 :!l90,· untuk sewa diatas Rp 1.000.000,-

BA(; . -~-- ·.:_"~fr• l .. 
SEKL I~,,, i HA''.HAN UMU ~ -ASf'" '" A': · s?;«~A I v 
PEI , .~.:1AHAN. .__. f~;;;T;; ? 
?":A~~\(i HUH~M r,- . ·-- r " . . .. I 
•;ASUl:lEA6 V!t • • , 1 

► -~-- , .. ~ .. ---·~ ~ ' :<!HiSl:PTQR . ~ ......... -· 

UTARA, 

( .. . . . ...... . ) ,r._, · ... _:jJ~:.:A ~, 
PW/lc;60M6 JP>)NWJ ~ :.~.:. ·.:.:..:..!:..-,.:,,:.:,.:. 
BERKAS l>F.~ ~~ J~W(,,B ... 
L . ..... · · · : · ) • -KEUIAA MASU!I l!ii!IKAI ' 7 
~t:,, ! ... .... ....... .. 

' ... .. d ! 
'- ·- . 



LAMPIRAN vrn : 
PERATIJRAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR 1 TAHUN 2016 
TENTANG PELAKSANAAN PERJAIANAN DINA$ DI 
LJNGKUNOAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 
BARITO UTARA 

Sudah terima dari 
Banyaknya 
Untuk 

KWJTAlfBI 

: /J/ .......................................................... ...... ......... .. //1 
: Untuk pcmbayaran biaya sewa . . ... .... .. .. ............... ....... . 

Terbilang Rp ..... ....... .. 

• Kwitansi harus ditulis tangan. 
• Kwitansi dikeluarkan olen Usaha Jasa Angkutan darat/ sungai yang sah. 
• Kwitansi disertai nama/ cap dan tangga1 selengkapnya. 

Pl:RIIYATAAII TAl'IOOUllG .JAWAB IIUTLAK 

"BAHWA SAY/\/KAMC BERTANGGUNG J/\WAB PENUH ATAS 
KWJTAN.SI DAN SEWA TERSEDUT" 

Tanda tangan 

Nama 

Jabatan 

\ i:11\GIAN HUKUM BAGIAN UMUM BUPATI BARITO UTARA 

' . I :,.-i ·:EKDA . 
'. (!( : /-.31£Ti=N 
\ J>EMERINTAHAN 

~ltBA<i HUKUM 

KASUSBAG D ~ 
-IHJNSEPTOR 

SEf(OA Iv 
;--· l!J" l, ASISTE:< 

KA W\G l 
_,., :er;.-

ti<.-KA!i,O;;L AG 
.:,.:.;.: :.:..; .. .. .... . , Pit..An:S.uJ.A I 
... . . . . . . . . . . . . . . . 

<. . ....... . . . ) - --Pi1:.1/JC~6 JAW., B .... 
PEIWl66Ul\6 JAVIAEI 
llERKAS 

laJWUIASiHI 8'i...S . 
.... ...... .. -... 

< - . . ....... . ,J 

p ElA/1 WA I l'Sllitl II( 
l. ... . - .... .. ) 
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Dasar 

Kepada 
Narna 

Unluk 

PENMIGGllliG JPsw.lB 
IIERKAS 
( • . . . .•..••• .l 

FWIISAt.'1/PlllliETII< 
l. .... .. . . .. .l 

LAMPIRAN IX : 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR !3 TAHUN 2016 
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI 
LINOKUNOAN PEMERINTAHAN KA.13UPATEN 
BARITO UTARA 

SURAT PERDITAB TOGAS 
NOMOR: 

: I. Pera.turan Bupati Barit.o Uta.re Nomor : .. ... Tahun 2016 ten tang 
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupateo 
Barito Utara. 

2 . Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/ .... /2016 Tentang 
St:anda.r Biaya Pcrjalanan Dinas dJ Lingkungan Pemerint:ahan Kabupaten 
Barito Utara. 

IIEIIBRllfT AHKA1f 

I. Narna 
Pangkat / Oolongao 
NIP 
Jabatan 

2 . Nama 
Pangkat / Oolongan 
NIP 
Jabatan 

3. dst 

: Melaksanakan Perintah Perjalanan Dinas dalrun rangka .... ..... ... .... ...... .. .. .. . . 

Dengan ketentuan sebagai berikut : 
l.. Lama Peougasan ... .. ( .. .. ) bari . .... ........ ... .. . 

Melapor basil pelaksanaan terse but kepada . .. .... .. ....... . 
2 . Biaya dibebankan J)a.da DPA SKPD ..... .. 
3 . Perintah ini dilaksanakan dcngan penu.h tanggung jawab. 
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Togas ini diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di ..... . .. .. .......... . . 
Pad a tanggal ..... ... ... .. . ........ . 

(Pejabat yang beiwenang), 

'OTARA, 
S El< 0 A 

KA6AG .V 
t-,:==-:,:---!~\. 

KASUBBAG A 
, 

P51.A11 SAilA. 
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COll'TOH BAOlAII' DltPAII' 

---- --

LAMPIRAN X: 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR 9 TAHUN 2016 
TENTANG PELAKSANAAN PERJAJ,ANAN DINAS DI 
LINGKUNOAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 
BARITO UTARA 

Lembarke 
Kode No 
Nomor 

811RAT PERIIITAH P:&R.JALANAII' DIB'AS 
8PPD 

I. Pejabat yang memberi perintah 

2. Nama / NIP Pegawai yang diperintah 

3. a. Pangkat dan Oolongan 
b. Jabatan 
c. Tingkat menurut peraturan 

perjalanan 

4. Maksud Perjalanan Dinas 

5. Alat Angkutan yang dipergunakan 

6. a . Tempat Bcrangkat 
b. Tempat Tujuan 

7. a. Lama perjalanan dinas 
b. Tanggal berangkat 
c. Tanggal harus kembali/tiba 

8. Pengikut : Nama 

9. I. 
2. 
3 , dst 

10. Pembebanan Anggaran 
a. Inst.ans! 
b. Mata Anggaran 

11. Keterangan lain - Jain 

Kcterangan : 

1. 
2. 
3. dst 

Dikeluarkan dl 
Pada tanggal 

: Muara Teweh 

(Pejabat yang beiwenang) 

Tembusan disampaikao kepada Yth. : j,,, 
1. Kepala Bagian Umum Setda/Sekrc:taris SKPD/Kasubbag TU SKPD di Muara T~-wch. z_ 
2. Benda.hara Pengelua.ran SKPD yang bersangkutan. 

10 



COll'TOH BAGL\11' Bt:LAKA!l'G 

Il. Tiba di 
Pada tanggal 

DJ. Tiba di 
Pada tanggal 

IV. Tiba di 
Pada tanggal 

V. Tiba kembali di 
Pada tanggal : 

Vl. CATATAN LAIN-LAIN: 

VD. PERHAT!AN 

Berangkat dari .... ................ .. . 
(tempat kedudukan) 
Pada tanggal . . .... ......... ...... . . 
Ke . .................... .. 

Pejabat yang be,wenang 

{nama) 
NlP. 

Berangkat dari : ........... .... .. ....... ... . 
Ke ................ ........ .. . .. 
Pad a tanggal ... ...... , ............ ...... . 

Beta.ngkat dari : ......... .......... .. ...... . 
Ke ....... .. . .... ...... ........ . 
l'ada tanggal . , .... ............... ....... . 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 

Telah diperiksa denga.n keteranga.n bahwa 
petjalaoao •~rsebut diatas benar dila.kukan atas 
perintahnya dao semata-mata uotuk kepentinga.n 
jabatan dalam waktu yang sesingkat-setingkatnya. 

Pejabat yang beiwenang/ 
Pejabat ya.ng ditunjuk 

( ............................. .. ...... ) 
NIP. 

- ---7'.i · . y . -. berwenang menerbitka.n SPPD, pegawai yang melakukan perjala.na.n 
'. !:l i\Gf!' :· I ' Jabat yang menge-sahkan tanggal berangkat/liba serta Bendaharawa.n 

g j turan-peraturan Keua.ngan Negara apahila 
l~EKDA lfl!l!!!.fl~~ ~~•~k~eal=~ann=·=a·:..._ _______ _ _ _ 

NABA<i HUKUM 

KASUBBAG 

I\ONSEPTOR 
( ............. l 
F£IINI~ JA.WloS 
&EIIKAS 
t .. . ..... . ... l 

P El.All SN.\ /1'81GE.T II( 
l . ........ .. . ) 

UTARA 

II 



LAMPIRAN XI : 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR ~ TAHUN 2016 
TENTANO PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 
BARJTO UTARA 

RmCIAll' BIAYA PBR.JALAIJAII' Dlll'AS 

11'0. 

1. 

2 . 

3. 

dst 

Lampiran SPPD Nomor 
Tanggal 

PBRI!f CIA1' BIAYA 

JUMl.J\H ...... ............. .. ........ .. . 

............ / .. ............ / 

JUlllLAB KltTERAll'GA:11" 

Terbilang : ............. -·~·· ......... , ........... ............... ' .... ' .... 

Telah dibayar sejumlah : 
Rp. 

Bendahara Pengeluaran, 

( .................................... ) 
NIP, 

Ditetapkan Sejumlah 
Yang telah dibayar semula 
Sisa kurang/ lebih 

ASISTEN 
PEMERINTAIIAN 

KABAG HUKUM 

KASUBBA(; 

Muara Teweh, . .. ..... ... .. .. ...................... .. . . 

Telah Menerima sejumlah uang sebesar: 
Rp. 

Yang Menerima, 

( ...................................... ) 
NIP. 

PBRHlTUB'GAN SPPD RAIIPUKG 

Rp ... ............... .... ... ...... .. . 
: Rp . . ............ ... .. ........... ... . 
: Rp ...... .. .. ........ .... ..... ...... . 

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

( .............................. ) 
NIP. 

UTA.RA, 
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LAMPCRAN XIT : 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR .9 TAHUN 2016 
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DlNAS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 
BARITO UTARA 

DAFTA.R PEIIOl!:LUARAJI RJIL 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

Nania 
N!P 
Jabatan 

. ·············· ····· .. ····· ·•·"············· 
Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor . ............. tanggal . ......... .. ...... . , 
dengan ini kam.i menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

1. Biaya transport pegawai dan / atau biaya pengina.pan di bawah ini yang tidak dapat 
diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi : 

No Uraian Jumlah 

Jumlah 

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk 
pclaksanaan Petjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudia.ti hari terdapal 
keleblhan atas pembayaran, kami bersedia untuJ< menyetorkan kelebiban tersebut ke 
Kas Negara. 

Demikian pemyataan ini kanti buat dcngan sebenamya, unruk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Mengetahui/ Menyetujui : .. .. ............. .. . , tanggal, bulan, tahun 
Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pelaksana SPPD 

N!P . ................ .......... .... .... . . N!P . ... ............. ............. ..... .. 
,,.... ..... 

BAGIAN HUKUh 

SEKDA I v DAGIAN UM'JM OUTARA, 

ASISTEN 1/f . PEMSR IIH Alil\~J 

K ABAG HUii C It. 

SEl<OA ',, 

As,s TE.N 1,;, 
, ., 

KASU68~.l' ' • __ , ... _,._, .... .; 
KGNS t\P T!h, : 

<~,, .. .. - .. . : .2.l 
FEINt6liU'w Jt•''!Nf.A 
G~RkAS 

l - , 
[_. ....,_ ... _,_._J_ ! 
f :c::J ~,\·.:~ .. L, :iJ;,t~ 
; . ...... .. ll 

___ j _ I/ 
' KA5 .tl.5 

~ AStldliAG ~ .. ....... .. .. ... ~ · ,,.._,... __ ,.,_,_ 
PEL.At\ S-AraA I ,; 

............. ... -
1'£-u JAYJ:.fl ~--•B.UAA M SUI< 811,.;s ............ ..... 13 



Nomor 
Lampiran 

Perihal 

LAMPIRAN XIII : 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR 9 TAHUN 2016 
TENTANG PELAKSANMN PERJALANAN DINA$ DI 
LINOKUNO/\N PEMERINTAH KABUPATEN BARITO 
UTARA 

LAPORAN PERJALAJIAJI DDIAB 

Muara Teweh, ..... ............ .. .... .. 

Kepada 

Yth. 
Laponm Pt>tjeleaan Dinu 

Bapak Bupati Barito Utara 

Di · 

Dengan honnat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
L Nama 

NlP 
Pang)cat 
Jabatan 

MuaraTeweh 

Sesuai dengan SPT Nomor : . . .. . .. .... .. . dan SPPD Nomor . . . .... .. tanggal 
.. . Nopember .... , diperintahkan untu.k melaksanakan perjalanan dinas dalam 
rangka ... ..... ... ............ ............ ... .................. . .............. .... ..... .... .. ... . ....... kc . .... . 
.... .... ... selama ...... . ( ...... } hari sejak tanggal .......... ... ...... .. dengan in.i 
menyampaikan laporan perjalanan dinas sebagai berikut : 

1. 
2. 

Demikian laporan ini dfaampaikan ke_pada Bapak mohon mengetahui 
dan petunjuk lebih lanjuit. 

Pejabat yang melaksanakan tugas, 

! BAGIAN HUKUM 

SEKDA 
, ASISTEN 
1 l'EMERINTAHAN 

KABAG HllKUM 

KASUBBAti , I ---·-··"--~K- O_N_S~f~P T ll~ 1 
\ 

~i~ ~.;~,~i ~~,;~1.;.- - --1 
a :RKAS 
' . .. .. ......... 4,.- - -l 

t 
1.·::: .:t,~.1if:.\,'.-.... :.-:·'1~ t 

'. :_:.:....-,.:_".-:_·,:. ~.2l----

DAGIAN UMUM 
S EKD A v 
ASISTEN m 

I ' -,. KAB~G , 
KASUij!;AG ·:• ~ ~ . 

' '1 ;-~~t''.Tf-, ·--· . .,- ' 
PfNA#llGUNGJ ~rl.1£· ~1 : 
~~s-~-~~~ I 

( ........................... ) 
NIP. 

tJTARA, 
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lAMPIRAN XIV : 
PERATURAN BUPATl BARITO UTARA 
NOMOR 9 TAHUN 2016 
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI 
LINGKUNGAN PEMERJNTAHAN KABUPATEN 
BARITO UTARA 

SURAT PERln'ATAAlf PEIIIBATALA.lf TOGAS PERJALAB'Allf DDIA8 JABATA!lf 
NOMOR: 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama 
NIP 
Pangkat/Gol Ruang : 
Jabatan 
Unit Kerja 

menyalakan dengan sesunggubnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama: 
Nama 
NlP 
Pangka.t/ Got. Ruang 
Jabatan 
Unit Kerja 

dibatalkan atau tidal< dapat dilaksanakan disebabkan ada keperluan dinas lainya yang 
sangat mendesak/ penting dan tidak dapat ditunda yaitu .. ........... .. .... ... ... ... .. ................. . 
.... ... ......... ............. , . , ...... ····· ·· ···· ······· . , ........................................................................... . 

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalan dinas tidak dapat 
digantikan oleh pejabat/pegawai n~geri lain. 

Demikian su.rat _pemyataan ini dibuat dengan sebenamya dan apabila dikemudian hari 
t.erdapat temyata surat pemyataan .ini tidak benar, saya bertanggung jawab penub dan 
bersedia diproses ses-uai dengan ket.entuan hukum yang berlaku. 

;BA.GIAN Hi!i{, :.i 
!-·- ----,, -·-1· 
•SEKOA 1 seKDA 

ASISTE.N 

PE...-ut<GJAW"-8 
WllLIINIW.SUlleitlfAI 
................ .. 

Yang Membuat Pemyataan, 

( ..... ...................... ) 
NIP. 
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LAMPIRANXV: 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR -9 TAHUN 2016 
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINA,<., DI 
LINGKUNOAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 
BARITO UTARA . 

SURAT PERll'YATAAlf PEIIBEBAJl'Alf 
BIAYA PEMIIATALAJJ PERJALAl'fAII DllfAS JABATAlf 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama 
NIP 
Pangkat/Ool Rilling : 
Jabatan 
Urut Kerja 

menyatakan dengan scsungguhnya, 
Surat Perintah Tugas Nomor: 
nama: 

Nama 
NlP 
Pangkat/OoL Ruang 
Jabatao 
Urut Kerja 

bahwa rugas Perjalaoan Dinas Jabatan berdasarkan 
tanggaJ .. .... dan SPPO Nomor: .... . ... tanggal.. ... ... atas 

dibatalkan scsuai dengan Surat IPcmyataan Pembatalan Perjalanan Oinas Jabatan 
Nomor: ..... ... . tanggal .......... . 

Berkcnaan dengan pemba.talan te:rsebut, biaya transport berupa . .......... dao biaya 
penginapan yang telah terla.njur dibayarkan alas beban OPA tidak dapat 
dikembalikan/ refimd (scbagian/ scluruhnya) scbesar Rp ............ ... , schingga dibebankan 
pada DPA Nomor: .. ....... ... tanggal .... •..... Unit Kerja ..... .. . .. . 

Deroikiao surat pemyataan ini dibuat dengan scbenarnya clan apabila dikemudian bari 
ternyata surat pemya.taan ini tidak benar dan merumbulka kerugian negara, saya 
bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas 
Negara. 

1'fNNil6UNu JAM >B 
-INASUlll!liNOO 
. . ........... . 
I. 

···················· .. ,· .. ··················"····· 
Yang Membuat Pernyataan, 

( ........................... ) 
NlP. 

UTARA, 
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